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GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR .QJ( TAHUN 2017

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 12 Peraturan Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2017 tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016, perlu ditetapkan Peraturan
Gubernur Nusa Tenggara Timur tentang Penjabaran
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 sebagai rincian lebih lanjut
dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;

Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa
Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1649);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);



Peraturan  Pemerintah  Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun
2014 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2014
Nomor 009, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara
Timur Nomor 0075);

Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun
2017 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran
Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017 Nomor 01);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENJABARAN

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2016.

Pasal 1

Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2016, yang terdiri atas :
1. Pendapatan

a. Pendapatan Asli Daerah Rp. 995.186.120.952,06-
b. Dana Perimbangan Rp. 2.873.496.581.567,00-
c. Lain-lain Pendapatan yang Sah Rp. 6.871.462.150,00,-
Jumlah Pendapatan Rp. 3.875.554.164.669,006,-
2. Belanja

a. Belanja Tidak Langsung

1)
2)

4)
S)
6)
7)
8)

Belanja Pegawai Rp. 542.985.141.299,00,-
Belanja Bunga Rp. -

Belanja Subsidi Rp. -

Belanja Hibah Rp. 1.472.015.600.000,00,-

Belanja Bantuan Sosial Rp. 10.848.900.000,00,-
Belanja Bagi Hasil Rp. 346.786.046.455,00,-
Belanja Bantuan Keuangan Rp. 19.448.994.000,00,-
Belanja Tidak Terduga Rp 1.149.407.500,00,-

Jumlah (a)

Rp.

2.393.234.089.254,00,-



b. Belanja Langsung

1) Belanja Pegawai Rp. 101.681.932.485,00,-

2) Belanja Barang dan Jasa Rp. 605.697.383.275,00,-

3) Belanja Modal Rp. 602.299.044.635.,00,-

Jumlah (b) Rp 1.309.678.360.395,00,-

Jumlah Belanja (a+b) Rp. 3.702.912.449.649,00,-

Surplus / (defisit) Rp. 172.641.715.020,06,-

3. Pembiayaan

a. Penerimaan Rp. 165.206.703.748,00,-
b. Pengeluaran Rp. 54.959.800.000,00,-

Jumlah Pembiayaan Netto Rp. 110.246.903.748,00 ,-

Sisa Lebih Pembiayaan -
Anggaran Tahun Berkenaan Rp. 282.888.618.768,00 ,-

Pasal 2

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal
1 tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal
1 dirinci lebih lanjut ke dalam Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran,
sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa
Tenggara Timur.
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